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ABSTRAK

Aplikasi SIPD RI telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pemerintahan
daerah oleh Kementerian PANRB melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor
823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut penerapan aplikasi SIPD RI bersifat wajib/
mandatory bagi semua pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana implementasi SIPD pada BKD di Kabupaten Siak,
mengetahui bagaimana efektivitas SIPD pada BKD di Kabupaten Siak serta
untuk mengetahui keunggulan aplikasi SIPD jika dibandingkan dengan aplikasi
Sofit yang sebelumnya digunakan BKD Kabupaten Siak. Objek penelitian
adalah penerapan SIPD pada BKD di Kabupaten Siak. Subjek penelitian ini
adalah BKD Kabupaten Siak dan yang menjadi responden dan narasumber
penelitian adalah pengambil keputusan dan pembuat kebijakan. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber
data yang digunakan yaitu data primer. Data dalam penelitian ini dianalisa
menggunakan metode campuran dengan model sekuensial eksplanatori.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa SIPD  bisa
diimplementasikan, SIPD efektif, dan SIPD unggul dibandingkan aplikasi Sofit
pada BKD di Kabupaten Siak. Namun masih terdapat kendala-kendala yang
harus dimitigasi oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

Kata kunci : Implementasi, Efektivitas, Keunggulan SIPD, Sofit

ABSTRACT
The SIPD RI application has been designated as a general application in the field
of regional governance by the Ministry of Administrative and Bureaucratic
Reform (PANRB) through the Minister of PANRB Decree Number 823 of 2023
concerning General Applications in the Field of Regional Governance. Based on
these provisions, implementing the SIPD RI application is mandatory for all
regional governments. This research aims to understand how the implementation
of SIPD in the BKD of Siak Regency and to determine the effectiveness of SIPD
in the BKD of Siak Regency, as well as to identify the advantages of the SIPD
application compared to the Sofit application previously used by the BKD of Siak
Regency. The object of the research is the implementation of SIPD at the district
BKD. The subject of this research is the BKD of Siak District, and the respondents
and informants of the research are decision-makers and policymakers. The types
of data used in this research are quantitative and qualitative. The data source
used is primary data. The data in this study were analyzed using a mixed-methods
approach with an explanatory sequential model. Based on the research results,
shows that SIPD can be implemented, SIPD is effective, and SIPD is superior
compared to the Sofit application in BKD Siak Regency. However, there are still
obstacles that need to be mitigated by the Siak Regency Government.

Keywords: Implementation, Effectiveness, Advantages of SIPD, Sofit
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BAB 1
PENDAHULUAN

Penyediaan informasi pemerintahan daerah diwajibkan dalam UU No. 23 Tahun
2014 pada klausul 391. Penyediaan informasi pemerintahan daerah dilaksanakan
menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kewajiban pelaksanaan
SIPD diatur secara khusus lagi melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
SIPD. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dapat mulai tahun 2021 dilaksanakan pemda telah menggunakan
SIPD.

SIPD dapat digunakan sebagai gerbang data dan informasi dalam penunjang
penyelenggaraan fungsi dan tugas Kementerian Dalam Negeri untuk mengendalikan
pembangunan daerah melalui sistem elektronik (Afifah dkk, 2023). SIPD bertujuan
untuk mengatur urutan tata dokumen perencanaaan daerah menurut ketentuan hukum
berlaku yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Alfani & Nasution, 2022).
Dengan adanya sistem yang terintegrasi secara elektronik memberikan kemudahan
untuk melakukan evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum sesuai
dengan tujuan SIPD yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini
sejalan dengan penelitian Alfani & Nasution (2022) yang menunjukkan bahwa
kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran dapat dicapai
dengan menggunakan SIPD yang merupakan sistem berbasis on/ine. SIPD yang telah
digunakan oleh Disperindag Sumut dapat lebih baik serta cepat dalam menghasilkan

informasi data.

Pilar utama terkait pengelolaan keuangan daerah yang diatur pada PP Nomor 12
Tahun 2019 meliputi: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Wujud dalam
penerapan transparansi adalah kewajiban pemda untuk menyediakan informasi
keuangan daerah yang diberitahukan untuk warga negara, meliputi informasi
penganggaran, realisasi anggaran, dan laporan keuangan. Dalam penerapan
akuntabilitas, pemda harus menyediakan laporan keuangan dengan basis bukan kas
melainkan akrual yang mengandung dasar-dasar menepati waktu dan dilaksanakan

berdasarkan SAP yang berterima umum (BPK, 2024).



Pengembangan SIPD dilaksanakan mengacu pada Permendagri No. 70 Tahun
2019 tentang SIPD. Permendagri tersebut menyebutkan bahwa SIPD disusun untuk
memberikan pelayanan informasi pemda yang saling terkoneksi dan menyatu dalam
jaringan. Aplikasi SIPD terdiri dari: informasi bangda, informasi keuda, dan informasi

pemda lainnya. Lingkup SIPD dapat diilustrasikan dengan gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Lingkup Aplikasi SIPD
(Sumber: Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Bangda, 2022)

Informasi keuangan daerah setidaknya memuat: (1) data perencanaan anggaran
daerah; (2) data pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; (3) data akuntansi
dan pelaporan keuangan daerah; (4) data pertanggungjawaban pelaksanaan
keuangan daerah; (5) data barang milik daerah; serta (6) data keuangan daerah
lainnya. SIPD sebagai sistem informasi dalam pengelolaan keuangan harus dapat
mengakomodir seluruh proses pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan dapat
menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Sampai dengan 29 Mei 2023,
Kemendagri telah mengembangkan dan mengimplementasikan SIPD Modul Informasi
Keuangan Daerah yang terdiri dari: Submodul Penganggaran, Submodul
Penatausahaan dan Submodul Aklap. Perkembangan implementasi Modul Informasi

Keuangan Daerah dapat diilustrasikan dengan gambar 1.2 (BPK, 2024).



+ Rencana Implementasi:

+ (1) Submodul Penganggaran; (2) Submodul Penatausahaan;
(3) Submodul Aklap

+ URL: https:/isipd-ri.kemendagri.go.id (microservices)

+ Implementasi:

+ (1) Submodul Penganggaran; (2) Submodul Penatausahaan;
(3) Submodul Aklap

+ URL: https:/isipd.kemendagri.go.id (monolithic)

* Implementasi:

+ (1) Submodul Penganggaran; (2) Submodul Penatausahaan;
(3) Submodul Aklap

+ URL: https:/isipd.kemendagri.go.id (monolithic)

« Implementasi: Submodul Penganggaran
+ URL: https:/isipd.kemendagri.go.id (monolithic)/

Gambar 1.2 Implementasi Modul Informasi Keuangan Daerah SIPD
TA 2021 s.d 2023 dan Rencana TA 2024

(Sumber: BPK, 2024)

Sebelum TA 2024, Pemda belum diwajibkan menggunakan SIPD Modul
Informasi Keuangan Daerah secara penuh melalui URL https://sipd.kemendagri.
go.id/. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 905/235/Keuda tanggal 18 Januari 2021
dan SE Nomor 903/9232/Keuda tanggal 16 Desember 2021 Pemda mempunyai
kesulitan dalam penggunaan SIPD Submodul Penatausahaan, diantaranya
diperbolehkan untuk menyelenggarakan penatausahaan menggunakan aplikasi lain.
Namun, Pemda tersebut juga harus merekam penatausahaannya melalui SIPD
berdasarkan peraturan, paling lambat setidaknya di penghujung bulan dan selalu
melakukan komunikasi dengan Ditjen Bina Keuda. Pada TA 2024, Pemda telah
diwajibkan menggunakan SIPD Modul Informasi Pembangunan Daerah dan Modul
Informasi Keuangan Daerah dengan penuh melalui URL  https://sipd-
ri.kemendagri.go.id/ berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri
Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023. Mulai TA 2024, diharapkan seluruh
proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan telah

terintegrasi secara penuh (BPK, 2024).

Aplikasi SIPD RI telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pemerintahan
daerah oleh Kementerian PANRB melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 823
Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan
ketentuan tersebut penerapan aplikasi SIPD RI bersifat wajib/ mandatory bagi semua

pemerintah daerah. Berdasarkan surat percepatan penggunaan modul penatausahaan



dan akuntansi pelaporan pada aplikasi SIPD RI di pemerintah daerah oleh KPK Nomor
B/5629/GAH.00/10-11/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 kepada kepala daerah
menyebutkan bahwa, terdapat 367 pemerintah daerah telah menggunakan seluruh
modul SIPD RI dan masih tersisa 179 pemerintah daerah yang belum menggunakan
modul pentausahaan dan akuntansi pada aplikasi SIPD RI. Berdasarkan surat tersebut,
salah satu pemerintah daerah yang belum menggunakan seluruh modul SIPD RI
(perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan) adalah

Pemerintah Kabupaten Siak.

Pemerintah Kabupaten Siak telah menggunakan SIPD dalam seluruh proses
penganggaran daerah TA 2022 yaitu mulai dari penyusunan KUA dan PPAS hingga
penetapan APBD. Dalam proses penatausahaan sampai dengan penyusunan DPA,
Pemerintah Kabupaten Siak juga menggunakan SIPD. Sedangkan untuk
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas, Pemerintah Kabupaten Siak
menggunakan aplikasi Sofit yang dikembangkan sendiri dalam proses penatausahaan
sebagai pendamping dalam penggunaan SIPD. Laporan keuangan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Siak menggunakan output yang dihasilkan dari aplikasi Sofit
untuk kemudian disusun secara manual excel. Beberapa permasalahan yang dihadapi
oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam menggunakan aplikasi SIPD tersebut antara
lain : (1) Hampir setiap tahun diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait
pembaharuan pengklasifikasian, pengkodefikasian, dan tata nama perencanaan,
pembangunan dan keuangan daerah berdampak sering terjadinya hapus dan input
ulang data dikarenakan adanya pembaruan-pembaruan pada SIPD; (2) Masih terdapat
pembaruan-pembaruan pada aplikasi, sehingga menimbulkan pemutakhiran data yang
menjadi tidak sempurna; (3) Aparatur/operator SIPD masih belum paham dalam
mengoperasikan fitur-fitur karena kurangnya pendampingan intensif dari pusat ke
daerah; (4) Menu evaluasi APBD belum dapat di gunakan sehingga Evaluasi APBD
dilakukan manual oleh Pemerintah Provinsi; dan (5) Kurang responnya Helpdesk
Kementerian Dalam Negeri dalam mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan

teknis SIPD.

Hal yang sama terjadi pada penelitian yang dilakukan Wurara, dkk (2020) yang
menyatakan belum terlaksananya implementasi SIPD dengan baik disebabkan kurang
efisien dalam hal waktu, kurangnya kualitas SDM pada SKPD dan tidak dapat

dioperaksikannya SIPD oleh operator merupakan dampak atas bimtek yang kurang
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diselenggarakan dan tidak memenuhi kebutuhan operator. Sama halnya dengan
temuan Vira dan Husna (2022) yang menyebutkan bahwa SIPD tidak berjalan optimal
selama implementasi, merupakan dampak terjadinya kesukaran dalam penyediaan
jaringan diantara pemerintah yang belum didukung dengan regulasi sebagai dasar
pemerintah pusat untuk mengatur pengimplementasian dalam pengelolaan jaringan
secara menyeluruh dan regional. Hasil penelitian vitriana, dkk (2022) menambah
dukungan terhadap permasalahan tersebut yaitu menyebutkan pengimplementasian
SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru tidak termasuk dalam kategori optimal dimana SIPD
yang diplikasikan tidak termasuk dalam kategori efektif, tetapi SIPD memiliki
keunggulan dalam luasan cakupan yang terintregasi ke organisasi perangkat daerah di
Indonesia. Penelitian Widiya (2022) menunjukkan hasil sejenis yaitu menyebutkan
bahwa implementasi SIPD pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir tidak termasuk dalam
kategori optimal disebabkan memiliki indikator yang tidak termasuk dalam kategori
terpenuhi baik. Penelitian Asa, dkk (2022) juga menunjukkan bahwa tata kelola SIPD
belum berjalan dengan baik. Temuan Citra (2023) menunjukkan implementasi SIPD
dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara
belum optimal. Hasil yang sama juga masih ditunjukkan oleh penelitian Afifah, dkk
(2023) yaitu implementasi SIPD di Kabupaten Wonosobo terkait SIPD yang
direncanakan, SIPD yang disosialisasikan untuk organisasi perangkat daerah, data
yang disikan pada aplikasi SIPD, dan monev atas SIPD terkait pengisian data
menyebutkan kesulita antara lain : (1) SOP yang belum ada; (2) frekuensi
terganggungya server SIPD; (3) Kondisi Kabupaten Wonosobo belum memenuhi
indikator yang diukur pada SIPD; dan (4) Kurang memadainya sarana prasarana
penunjang internet. Hasil penelitian Pramana, dkk (2023) juga masih menemukan hal
yang sama yaitu implementasi SIPD diliputi oleh kesulitan, antara lain yaitu sistem
lainnya masih perlu mendampingi SIPD karena dinilai belum efisien maupun efektif
dan efisien, serta fitur-fitur yang belum muncul pada aplikasi SIPD menyebabkan
kendala dalam penerapan keseluruhan. Temuan tersebut masih didukung oleh hasil
penelitian Tumija, dkk (2023) yang menyebutkan bahwa di Kota Semarang terdapat
kendala untuk tata kelola keuangan daerah menggunakan SIPD diantaranya: (1)
pemerintah pusat belum optimal dalam memberikan cara pengoperasian SIPD; (2)
Kurang kuatnya ketersediaan server; dan (3) Belum tersedianya pedomandan menu

penatausahaan keuangan terkait akuntansi dan pelaporan realisasi anggaran.



Berbeda dengan temuan yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Karundeng, dkk
(2021) yang menyebutkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi)
dan struktur birokrasi, implementasi SIPD sudah sesuai dengan Permendagri No. 70
Tahun 2019 dalam hal kebijakan serta perencanaan dan penganggaran daerah sudah
berjalan sesuai integrasinya yang telah dilaksanakan oleh Bapelitbangda Sitaro
sehingga SIPD pada tahun anggaran 2021 telah wajib digunakan. Hasil penelitian
Nasution dan Nurwani (2021) menunjukkan temuan yang mendukung yaitu
menyebutkan BPKAD telah menggunakan SIPD dan bertujuan menjadi wadah sistem
perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah serta sistem pemerintah
daerah lain. Temuan Alfani dan Nasution (2022) menunjukkan hasil yang memperkuat
penelitian sebelumnya yaitu ditemukan bahwa penerapan SIPD termasuk dalam
kategori efektif dan lebih cepat dan mudahnya dirasakan oleh pegawai di Disperindag
Sumut dalam menyelesaikan pekerjaan, meskipun input dengan jelas belum dipahami
oleh end user sistem dalam kisaran 60-70%, dengan demikian pengawasan yang lebih
baik dibutuhkan oleh pegawai. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian oleh
Waurara, dkk (2022) memperlihatkan hasil yaitu aplikasi SIPD dinilai inovatif dan
berkemampuan dalam meningkatkan efisiensi dikarenakan menggunakan basis
elektronik dalam penyusunan perencanaan dan terintegrasi dengan pusat dan daerah
sehinggal SIPD memiliki efektivitas di Kota Tomohon dalam perencanaan
pembangunan. Demikian juga dengan temuan penelitian Setiawan, dkk (2023)
mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu menunjukkan komunikasi yang intens,
sumberdaya yang cukup diantaranya kompetensi petugas, perangkat dan jaringan yang
tersedia dan pelaksana dalam bersikap (Disposisi) yang proaktif serta pengelolaan
sesuai SOP berdasarkan struktur birokrasi yang jelas telah dilaksanakan dalam

pengelolaan SIPD. SIPD berada dalam kategori baik berdasarkan ISO/ IEC 25010.

Temuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan hasil yang
berbeda. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Vitriana, dkk (2022)
pada Pemerintah Kota Pekanbaru terkait analisis penerapan SIPD pada BPKAD Kota
Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada BKD Kabupaten Siak. Sesuai Permendagri
Nomor 70 Tahun 2019, BKD Kabupaten Siak bertanggung jawab atas pengelolaan
Informasi Keuangan Daerah (SIPD). Pemerintah Kabupaten Siak telah
mengaplikasikan SIPD untuk perencanaan dari tahun 2022 hingga 2024. Namun,

untuk pelaksanaan dan pelaporan, masih mengaplikasikan Aplikasi Sistem Informasi



Keuangan (Sofit) dan belum mengaplikasikan SIPD dalam setiap tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui penggunaan SIPD secara menyeluruh serta penyebab utama terjadinya
permasalahan tersebut terkait penggunaan SIPD pada BKD Kabupaten Siak untuk TA
2024.

Pokok penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana SIPD dilaksanakan di Kabupaten Siak
berdasarkan teori implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap
(disposisi), dan struktur birokrasi; (2) Seberapa efektif SIPD membantu perencanaan
keuangan dan aset daerah Kabupaten Siak; dan (3) Keungguan SIPD dibandingkan
dengan aplikasi Sofit.

Studi ini akan mengeksplorasi perbedaan antara Pemerintah Kota Pekanbaru
yang mengaplikasikan SIPKD dan Pemerintah Kabupaten Siak yang mengaplikasikan
Sofit untuk mengisi kesenjangan penelitian. Penelitian ini melibatkan pemangku
kepentingan lainnya di BKD Siak, seperti Kepala BKD Siak, Sekretaris BKD Siak,
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Bidang Pembiayaan, Kepala
Bidang PAD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Kepala Bidang PBB.
Responden penelitian tidak terbatas pada Kepala Bidang Anggaran, Kepala bidang
Perbendaharaan, dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Diharapkan yaitu hal
ini akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana SIPD diterapkan

dan berfungsi dengan baik di Kabupaten Siak.
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